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ABSTRACT
This research focuses on presenting verses about democracy, history and Islamic views on democracy, as well as the relationship between Islam and democracy. The purpose of this research is so that readers can better understand the Islamic perspective of democracy and how democracy is explained in the Koran. The research method used in this research is the Maudhu'i interpretation method, which is done by presenting verses, translations, asbabun nuzul, and interpretations based on several tafsir books. Here the author uses the books Tafsir Al-Misbah and Tafsir Ibnu Katsir as references for interpreting verses about democracy. The research results show that there is no significant difference regarding the meaning of shura in the Koran, namely that both are recommended to hold deliberations first when wanting to decide something, meaning that democratic law in Islam is permitted but must still pay attention to religious rules
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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada penyajian ayat-ayat tentang demokrasi, sejarah dan pandangan islam terhadap demokrasi, serta hubungan islam dan demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca bisa lebih memahami terkait demokrasi perspektif islam dan bagaimana demokrasi dalam al-qur’an dijelaskan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode tafsir maudhu’i, yang dilakukan dengan cara menyajikan ayat, terjemahan, asbabun nuzul, serta penafsirannya berdasarkan beberapa kitab tafsir. Disini penulis menggunakan kitab Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan penafsiran ayat-ayat tentang demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terkait makna syura dalam al-qur’an, yaitu sama-sama dianjurkan untuk  melakukan musyawarah terlebih dahulu ketika hendak memutuskan sesuatu, artinya hukum demokrasi dalam islam diperbolehkan namun tetap harus memperhatikan aturan-aturan agama.
KATA KUNCI: Islam, Demokrasi, Tafsir Maudhu’i

A. PENDAHULUAN
Islam dan demokrasi adalah dua konsep yang telah menjadi fokus perhatian dalam diskusi politik dan akademis di seluruh dunia. Dalam konteks hubungan antara agama dan politik, pertanyaan tentang kesesuaian nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi sering kali menjadi perdebatan yang kompleks. Sebagian besar diskusi ini dipicu oleh peristiwa politik kontemporer di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana gerakan politik Islam semakin berpengaruh dan munculnya negara-negara demokratis dengan identitas Islam yang kuat. 
Agama Islam, sebagai sistem yang komprehensif yang mencakup aspek kehidupan spiritual, moral, sosial, dan politik, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan politik dan sistem pemerintahan. Di sisi lain, demokrasi, sebagai model pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan pemisahan kekuasaan, telah menjadi standar emas bagi banyak negara di seluruh dunia. Dalam mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi, penting untuk memahami konteks sejarah, budaya, dan politik yang melingkupinya. Sejarah panjang Islam mencakup periode kejayaan politik, sosial, dan intelektual, di mana nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat menjadi prinsip panduan. Namun, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dalam konteks modern yang kompleks, di mana kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan seringkali bertabrakan.
Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi berbagai perspektif tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, kami akan memaparkan mengenai pengertian, sejarah, perspektif islam dalam berdemokrasi, serta yang lainnya. Kami juga akan menelusuri hubungan islam dan demokrasi, serta kami juga akan mencatumkan ayat-ayat yang berhubungan dengan demokrasi. Melalui analisis yang komprehensif, kami berharap dapat menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, serta dapat menjadi ilmu yang berguna kedepannya

B. PEMBAHASAN

PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi adalah gabungan kosakata dari bahasa yunani yang terdiri dari dua kata yaitu demos yang artinya masyarakat dan kratio atau kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi secara etimologi berarti “pemerintahan oleh rakyat” (rule by the people).[footnoteRef:1] Sedangkan menurut KBBI demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.[footnoteRef:2] Muhammad kiki dalam jurnalnya mengutip pendapat dari Sadek J. Sulaiman bahwasannya prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apa pun bentuk diskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi.[footnoteRef:3] [1:  Kiki Muhamad Hakiki, “Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia,” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 1, no. 1 (2016): 1–17]  [2:  Mgs A Defrizal and Achmad Zulham, “Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu’i,” Wardah 21, no. 2 (2020): 66–79.]  [3:  Hakiki, “Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia.”] 

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah  sistem pemerintahan yang dijalankan oleh, untuk, dan tentang rakyat. Maka kedaulatan rakyat adalah ciri utama dalam sistem demokrasi.[footnoteRef:4] [4:  S Satina, “System Demokrasi Dalam Pandangan Islam Serta Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia,” no. 12001019 (2023)  ] 


SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA
Di Indonesia, demokrasi telah mengalami perkembangan yang panjang dan berliku. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan politik. 
Secara garis besar, sejarah demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat masa, yaitu: 
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Pada masa ini, Sistem yang diberikan yaitu kekuasaan besar terhadap parlemen dalam menjalankan pemerintahan. Dan ini dimulai dengan dikeluarkannya Maklumat Nomor X oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menetapkan bahwa Indonesia akan menganut sistem demokrasi parlementer.
Dalam sistem ini, Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan. Yang dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Masa demokrasi parlementer di Indonesia berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, Sistem yang diberikan yaitu kekuasaan besar terhadap Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD Sementara 1950. 
Dalam sistem demokrasi terpimpin, Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk dan membubarkan kabinet, mengeluarkan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan pejabat negara. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia berakhir dengan jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1965.

3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Pada masa ini, Sistem demokrasi yang diberikan yaitu kekuasaan besar kepada rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
Demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soeharto. Surat Perintah tersebut memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. 
Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk berserikat dan berkumpul. Masa demokrasi Pancasila di Indonesia berakhir dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998.
4. Demokrasi Pasca-Reformasi (1998-sekarang)
Pada masa ini, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang lebih terbuka dan demokratis. Demokrasi pasca-reformasi di Indonesia dimulai dengan reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998. Reformasi politik tersebut membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. 
Dalam sistem demokrasi pasca-reformasi, rakyat memiliki hak yang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini tercermin dari adanya kebebasan pers, kebebasan partai politik, desentralisasi, dan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis.
Pemerintahan Indonesia saat ini masih terus berusaha untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Pemerintahan Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik, seperti peningkatan pendidikan politik dan sosialisasi tentang hak-hak politik.[footnoteRef:5] [5:  Rendi Mahendra, “Sejarah Demokrasi, Tujuan, Ciri-Ciri, Jenis, Hingga Prinsipnya,” Bisnis.com, 2023.] 


DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Agama, seperti dinyatakan banyak orang dapat dilihat sebagai instrumen Ilahiah untuk memahami dunia. Islam dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir dimana-mana (omnipresence). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa “dimana-mana”, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. 
Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total penumbuhannya dinyatakan dalam syari’ah (Hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu, mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Tak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu (Din, Agama, Dunya: Dunia, Dawlah, Negara). 
Munculnya berbagai mazhab fikih, teologi, dan filsafat Islam, misalnya menunjukkan bahwa ajaran Islam itu multi interpretatif. Watak multi interpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan kehausan pluralisme dalam tradisi Islam. Karena itu, sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik. 
Namun demikian harus dipahami bahwa kekuasaan tertinggi dalam hukum adalah milik Allah SWT, yang perwujudannya di alam nyata adalah Al-Qur’an. Karena itu pemutus tertinggi dalam lingkungan masyarakat muslim adalah Al-Qur’an. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah milik rakyat. Karena itu eksistensi pemerintahan dalam masyarakat Islam memerlukan pengakuan rakyat.
Pertanyaannya sekarang adalah adakah demokrasi dalam Islam ? Jawabannya tidaklah mudah, sebab konsep demokrasi berkembang seiring dengan perkembangan sejarah. Negeri-negeri Muslim, baik di Timur Tengah maupun di belahan bumi lainnya mengakui keberadaannya sebagai negara demokrasi. Ini berimplikasi bahwa umat Islam mengakui adanya demokrasi meskipun dengan catatan bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah demokrasi ala Barat.
Secara garis besar, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Keduanya sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Islam beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation state) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan bahwa sementara mengakui prinsip syura (musyawarah). Aplikasi prinsip ini berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, sistem politik modern dimana banyak negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam. 
Pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan Islam lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umatnya. Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (dawlah) pun tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur’an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur’an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui bahwa Al-Qur’an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkan adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
Bagi pemikir-pemikir Islam, terdapat berbagai pandangan berkaitan dengan keserasian antara Islam dan demokrasi. Khursid Ahmad telah menjelaskan kaitan antara demokrasi dan kebangkitan Islam. Beliau menyebutkan bahwa dalam sejarah di negara Islam, pensekuleran dan pembaratan tidak akan berlaku tanpa penggunaan kekuasaan. Bagi beliau Islam dan demokrasi sebenarnya tidak serasi terutama berkaitan dengan partisipasi rakyat dan pembagian kekuasaan (power sharing). Namun begitu, pendemokrasian dalam bentuk kebebasan rakyat, hak asasi manusia, partisipasi rakyat dan proses Islamisasi adalah suatu fitrah yang sesuai. 
Ada juga golongan ulama yang menerima sistem demokrasi dan mengakui bahwa demokrasi bukanlah merupakan sistem yang berasal dari Islam tetapi masih boleh diterima karena mempunyai ciri-ciri dalam Islam. Dr. Yusuf Qardhawi memberikan hujah bahwa tidak semestinya orang yang menyerukan demokrasi menolak keputusan Allah kepada manusia. Bahkan perkara ini langsung tidak terlintas dalam hati orang yangmeluangkan demokrasi. Apa yang mereka maksudkan dan inginkan adalah menolak kediktatoran dan pemerintahan tangan besi raja-raja yang zalim dan sombong dalam urusan rakyat yang di dalam hadits dikatakan sebagai raja yang memutuskan atau raja yang takbur dan zalim. 
Dari uraian-uraian sebelumnya telah jelas bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki perbedaan antara demokrasi ala Islam dan demokrasi ala barat. 
Perbedaan tersebut dalam tiga aspek yaitu:
a. Demokrasi sebagai pemerintahan rakyat dari rakyat untuk rakyat atau demokrasi sebagai prinsip-prinsip politik dan kemasyarakatan seperti persamaan di hadapan Undang-undang, kemerdekaan berfikir dan beragama serta keadilan sosial atau demokrasi sebagai prinsip-prinsip pembagian kekuasaan.
b. Tujuan demokrasi ala barat adalah semata-mata keduniaan atau material belaka, sementara demokrasi ala Islam mencakup kepentingan dunia dan akhirat.
c. Kekuasaan rakyat dalam demokrasi barat adalah mutlak. Dalam Islam kekuasaan rakyat tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh syariat, sehingga rakyat tidak boleh bertindak menyalahi Al-Qur’an dan sunnah atau sumber-sumber hukum Islam lainnya.
Dengan meminjam analisis ini maka ketiga aspek memiliki titik temu hanya pada satu titik, yaitu pada aspek pertama yang dapat dipandang sebagai aspek perwujudan sistem politik, sementara dua aspek lainnya tidak sama bahkan bertentangan. Karena perbedaan yang sangat mendasar ini maka ada yang berpendapat bahwa tidak ada demokrasi dalam Islam. Sehingga bila kita menghendaki penerapan syariat Islam dalam kehidupan kenegaraan tidaklah cukup dengan mengadopsi konsep barat tetapi perlu mengkaji ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an.[footnoteRef:6] [6:  Wahyuni, “Islam Dan Demokrasi Jurnal Politik Profetik Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014,” Islam Dan Demokrasi 4, no. 2 (2014): 1–12.] 

Piagam Madinah merupakan salah satu contoh demokrasi pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Menurut piagam Madinah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin; satu-satunya hal yang membedakan seseorang dari yang lain adalah iman dan kesalehan mereka. Bahkan piagam ini tidak mengandung pembelaan untuk umat Islam saja, akaj tetapi tidak melihat dari kaum mana seseorang berasal apakah Islam atau Yahudi, intinya apabila ada yang melanggar hukum maka akan mendapatkan konsekuensinya tanpa harus melihat dari latar belakang. 
Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan; pertama, Islam adalah agama hokum sehingga semua orangdiperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musywarah (syura), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, syura merupakan cara yang efektif. Ketiga, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalih umat). Keempat, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.[footnoteRef:7]  [7:  Hirmayadi Saputra Lalu Yoga Vandita, “DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” Nursa:Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan 27, no. 2 (2021): 635–37.] 


HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI
Membahas keterkaitan antara Islam dan demokrasi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. karena Islam adalah agama yang mencakup prinsip-prinsip yang mengatur tata cara beribadah, perilaku, dan interaksi manusia dalam urusan duniawi. Sementara itu, demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan serta dianggap sebagai konsep yang membawa nilai-nilai positif yang diyakini oleh banyak orang.
Pertentangan antara demokrasi dan Islam pada dasarnya timbul dari ketegangan teologis antara keinginan untuk mempertahankan pemahaman tradisional terhadap ajaran yang telah ditetapkan oleh sejarah dinasti-dinasti Muslim dengan kebutuhan untuk menafsir ulang ajaran tersebut sebagai tanggapan terhadap perkembangan sosial yang terus berubah. Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat dua pemikiran yaitu:

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda 
Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok islamis atau islam ideologis, yang memandang islam sebagai sistem alternatif demokrasi, Oleh karena itu, konsep demokrasi seperti yang didefinisikan oleh Barat dianggap tidak sesuai sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa sistem pemerintahan demokratis berasal dari Barat, yang secara teologis dianggap sebagai non-Islam, sehingga dianggap sebagai tindakan dosa bagi Muslim yang sejati untuk mengikuti demokrasi. Dengan kata lain, menurut pandangan kelompok ini, demokrasi dianggap sebagai sistem kafir karena mengalihkan kedaulatan dari Tuhan kepada rakyat. Kelompok ini, yang diwakili oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan partainya Hizbut Tahrir, sangat menentang ide-ide demokrasi dan berpendapat bahwa sebagian besar praktik demokrasi ditolak secara syar'i. Mereka melihat bahwa prinsip pemilihan umum dengan jelas melanggar prinsip wakalah, yaitu pemberian wakil berdasarkan atas prinsip demokrasi, yang menurut pandangan Hizbut Tahrir adalah batal menurut ajaran Islam. Islam berbeda dengan demokrasi. 
Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara islam dan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat.[footnoteRef:8]  Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat islam merupakan sistem politik yang demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini adalah Abul A’la al-Maududi yang menyatakan bahwa demokrasi sekuler barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika di dalam sistem barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak. Dalam demokrasi islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum ilahi. [8:  Kunawi Basyir, “Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (2016): 339–62.] 

2. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi[footnoteRef:9] [9:  Masykuri Abdillah, Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, 2015).] 

Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan terhadap demokrasi disebabkan oleh kesadaran bahwa prinsip-prinsip yang dianggap sebagai inti dari demokrasi sebenarnya juga ditemukan dalam ajaran Islam, seperti keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan lain-lain. Jika demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia dalam menentukan kebijakan yang bersangkutan dengan urusan publik, maka secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini setidaknya akan terlihat dalam dua aspek.[footnoteRef:10] Pertama, pada ajaran islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu: [10:  Basyir, “Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia.”] 

 a. Al-musawah atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah swt. Dalam konsepsi islam, semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaanya. Allah berfirman dalam Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ 

Terjemah : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

b. Al-hurriyah, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebesan memilih. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-rububiyah-an Allah. Allah berfirman dalam Surat al-A’raf (7) ayat 172:

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْۚ  اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۗ قَالُوْا بَلٰىۛ شَهِدْنَاۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَۙ

Artinya : “(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

c. Al-ukhuwwah, persaudaraan sesama manusia sebagai satu species yang diciptakan dari bahan baku yang sama. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 213:

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةًۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
Artimya : “Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).”

d.  Al-Adalah, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Allah berfirman dalam Surat al-Ma’idah (5) ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

e. Al-syura, musyawarah, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۚ

Artinya : “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Penafsiran Ayat Al-Qur’an tentang Demokrasi

Berdasarkan penjelasan materi tentang demokrasi diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa demokrasi dalam al-qur’an dikenal dengan sebutan syura atau disamakan dengan konsep musyawarah dalam al-qur’an. Salah satu ayat yang membahas tentang syura ini yaitu terdapat dalam QS. Asy-syura’ ayat 38.
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ
Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. asy-Syura (42): 38)
Asbabun Nuzul :
Ayat ini diturunkan sebagai pujian terhadap sikap sahabat Anshar (kelompok Muslimin Madinah) ketika Rasulullah Saw. mengajak mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka pun menyambut dengan baik ajakan Nabi, dan mendirikan sholat. Hal tersebut mereka sepakati melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari.
Kata amruhun atau urusan mereka dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan mereka dan yang berada dalam wewenang mereka. Karena jika masalah ibadah mahdhah (ibadah murni) yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah itu bukanlah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan.  
Turunnya ayat ini yang menguraikan musyawarah pada periode Mekkah, menunjukkan bahwa musyawarah adalah anjuran al-Qur’an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah didalamnya. Sebagaimana menurut M. Quraish Shihab, ia juga menyatakan bahwa “ayat ini turun pada periode di mana masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik belum terbentuk”. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa turunnya ayat yang memaparkan syura pada periode ini, menunjukkan adanya perintah untuk bermusyawarah.[footnoteRef:11] [11:  M. Ali Rusdi, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Musyawarah,” Tafsere 2, no. 1 (2014): 19–42.] 

Merujuk pada definisi istilah yang tertera dalam kamus “Lisan al-‘Arab” maka kata Shura berasal dari kata “sha-w-r” yang secara etimilogis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Quraish Shihab  dalam kitabnya juga mendefinisikan Shura dengan segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Menurutnya hal tersebut semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.[footnoteRef:12] [12:  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2003).] 

Adapun dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir  menjelaskan bahwa urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. "Yaitu, mereka tidak menunaikan satu urusan hingga mereka bermusyawarah agar mereka saling dukung-mendukung dengan pendapat mereka, seperti dalam peperangan dan urusan sejenisnya, sebagaimana Allah Tabaaraka wa Ta’ala berfirman, وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”[footnoteRef:13] [13:  Prof.Dr.Teungku Muhammad Hasbi ash-shidddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, ed. Abdullah, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).] 

Maka berdasarkan penafsiran dari kedua kitab tafsir di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terkait makna syura dalam al-qur’an, yaitu sama-sama menganjurkan untuk  bermusyawarah terlebih dahulu ketika hendak memutuskan sesuatu. Quraish Shihab dalam kitabnya juga menambahkan bahwa kata syura (musyawarah) diperumpamakan layaknya lebah yang mengeluarkan madu dari sarangnya, maksudnya adalah lebah bekerja sama untuk menghasilkan madu, yang kemudian diambil oleh manusia. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan musyawarah dalam mencapai hasil yang bermanfaat. Lebah-lebah yang bekerja sama untuk membuat madu mencerminkan bagaimana setiap individu dalam suatu kelompok dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Dalam musyawarah, setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan untuk mencapai keputusan terbaik. Semua pihak yang terlibat dalam musyawarah memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Ini mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.
Munasabah Surat :
Dalam al-Qur’an, terdapat dua ayat yang mempunyai korelasi dengan surah al-Syura ayat 38 mengenai persoalan musyawarah, dengan akar kata (شور), yaitu QS. Al-Baqarah:233 dan QS. Ali Imran ayat 159.
QS. Al-Baqarah ayat 233
وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 
 “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
Dalam ayat ini diuraikan bagaimana antara suami dan istri diharuskan untuk bermusyawarah ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak termasuk di dalamnya menyapih anaknya sebelum berumur dua tahun.
QS. Ali Imran ayat 159; 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ 
 “Maka berkat rahmat dari Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.
Asbab al-nuzul ayat ini ketika terjadi perang Uhud yang membawa kekalahan bagi umat Islam, pada waktu itu, Nabi sendiri mengalami luka-luka. Atas kejadian itu, maka turunlah ayat ini dalam rangka memberi pelajaran kepada Nabi dan seluruh umat Islam agar selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu yang bersangkutan bagi kemaslahatan umat.
Menurut Quraish Shihab ayat di atas berisi pesan untuk nabi Muhammad Saw. Agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat. Perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut, turun setelah terjadi perang Uhud.
Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu mengedepankan musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah perkara. Terbukti dengan dimasukkannya musyawarah sebagai ciri orang yang beriman sebagaimana dalam surat al-Shura ayat 38 di atas.  Meskipun alquran sangat mementingkan musyawarah, akan tetapi Allâh tidak menguraikan bagaimana prosedur, bentuk atau tata cara bermusyawarah. Hal ini secara tidak langsung memberikan gambaran kepada manusia bahwa Alquran bukanlah seperti karya ilmiah lainnya yang harus ditulis dan diuraikan dengan sangat mendetail agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Alquran adalah kitab suci petunjuk umat Islam yang bersifat global. Keglobalan tersebut memberikan kesempatan kepada manusia untuk memikirkan bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaiannya yang sesuai dengan kebutuhannya termasuk di dalamnya masalah shura. 
Penafsiran lain mengapa alquran tidak memberikan penjelasan secara mendetail tentang shura karena alquran ternyata menganut prinsip bahwa untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya bisa berkembang sesuai dengan kondisi, budaya, politik, dan ekonomi, maka alquran tidak menguraikannya secara final, akan tetapi hanya menetapkan garis-garis besarnya saja. 
Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memikirkan penyelesaiannya secara baik dan sesuai dengan kebutuhannya sejauh tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang jelas dilarang dalam Alquran. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian”, atau sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad: “Yang berkaitan dengan urusan agama kalian, maka kepadaku (rujukannya), dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengetahui”

C. KESIMPULAN
Demokrasi adalah  sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat , dan tentang rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat adalah ciri utama dalam sistem demokrasi. Berkenaan dengan demokrasi perspektif islam secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Namun keduanya sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Bagi pemikir-pemikir Islam, terdapat berbagai pandangan berkaitan dengan keserasian antara Islam dan demokrasi. Khursid Ahmad telah menjelaskan kaitan antara demokrasi dan kebangkitan Islam. Beliau menyebutkan bahwa dalam sejarah di negara Islam, pensekuleran dan pembaratan tidak akan berlaku tanpa penggunaan kekuasaan. Bagi beliau Islam dan demokrasi sebenarnya tidak serasi terutama berkaitan dengan partisipasi rakyat dan pembagian kekuasaan (power sharing). Namun begitu, pendemokrasian dalam bentuk kebebasan rakyat, hak asasi manusia, partisipasi rakyat dan proses Islamisasi adalah suatu fitrah yang sesuai. Dalam al-Qur’an, terdapat dua ayat yang mempunyai korelasi dengan surah al-Syura ayat 38 mengenai persoalan musyawarah, dengan akar kata (شور), yaitu QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. Ali Imran ayat 159
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